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Eyes on the Forest (EoF) adalah koalisi LSM Lingkungan di Riau, Sumatera: WALHI Riau, Jikalahari "Jaringan 

Penyelamat Hutan Riau”, dan WWF-Indonesia Program Riau. EoF memonitor status hutan alam di Provinsi Riau, 

Sumatera dan mendesiminasikan informasi tersebut ke pembaca di seluruh dunia. 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Eyes on the Forest, kunjungi : http://www.eyesontheforest.or.id 

Email: eof@eyesontheforest.or.id 
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1. APP tandatangani kewajiban melindungi Hutan Bernilai 

Konservasi Tinggi guna merustrukturisasi hutangnya sebesar 6 
miliar USD  

 
Di awal tahun 2000-an, Asia Pulp & Paper (APP) dari grup Sinar Mas Group menunggak bayar 
hutang sebesar 13,9 miliar dolar Amerika Serikat (USD) dan karenanya menjadi perusahaan 
penunggak terbesar di Asia saat  itu1,  2,  3.   
 
APP kemudian mulai menegosiasikan Perjanjian Induk Restrukturisasi hutang (Master 
Restructuring Agreements/MRAs) dengan sebagian krediturnya. Pada Juni 2004, kreditur 
utama APP – terdiri dari lembaga-lembaga kredit ekspor dari Jerman, Jepang, Perancis, 
Austria, Swedia, Finlandia, Italia, Spanyol dan Denmark – mengumumkan perjanjian dengan 
APP dengan memasukkan butir-butir perjanjian lingkungan dalam Perjanjian Induk 
Restrukturisasi hutan tersebut4,  5 sebagai salah satu upaya para kreditur untuk memastikan  
aspek kelestarian operasi-operasi APP. Koran The Jakarta Post menulis: “Apa yang 
diistilahkan dengan ‘environmental covenants’ atau “perjanjian lingkungan’ akan menjadi 
bagian terpadu dalam Perjanjian Induk Restrukturisasi antara afiliasi-afiliasi APP dan para 
kreditor.6” APP menulis: “APP sangat menyambut baik kesepakatan ini dan faktanya ini akan 
menjadi kewajiban yang mengikat secara hukum. 7 ” Kesepakatan-kesepakatan itu, 
mencakup 6 miliar dolar AS, sebagai pendanaan yang telah disetujui oleh para kreditur 
perusahaan utama APP yang beroperasi di Indonesia pada bulan Desember tahun itu8. 
 
Pada 2004, APP menugaskan Program SmartWood dari Rainforest Alliance untuk melakukan 
kajian penilaian Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value Forest /HCVF) 
pada unit pengelolaan hutan (FMU) APP/Sinar Mas di Pulau Muda berdasarkan “Toolkit HCVF 
Indonesia” 9, 10. Laporan hasil kajian yang dipublikasikan menyatakan: “APP meminta agar 
kajian ini dilakukan karena dibutuhkan sebagai bagian dari komitmen perusahaan kepada 
pelanggan dan lembaga kredit ekspor, sekaligus juga mengacu pada janji APP untuk 
melindungi hutan kepada krediturnya.11”12 
 
Unit pengelolaan hutan APP di Pulau Muda mencakup hampir 90.000 hektar dan 
dioperasikan oleh tiga perusahaan yang dikelola oleh PT. Arara Abadi (AA), salah satu 
perusahaan milik Sinarmas Forestryi. Kajian tersebut mendelineasi lebih dari 34.000 hektar 
HCVF dalam unit pengelolaan hutan ini(Peta 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
i Unit pengelolaan hutan dikelola oleh PT Arara Abadi dari Sinarmas Forestry berdasarkan tiga lisensi 
terpisah yang dilakukan oleh PT. Arara Abadi (AA), PT. Satria Perkasa Agung (SPA) dan satu patungan 
kolaboratif masyarakat tempatan dikenal dengan nama KTH (Kemitraan Tanam Hutan) Sinar Merawang. 
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Peta 1. APP berkomitmen melindungi blok I dan blok IV yang diperlihatkan dalam 
warna-warna biru terang, hijau, pink dan ungu secara berturut-turut yang diidentifikasi 
oleh SmartWood (Gambar 5 dari laporan pengkajian Pulau Muda, hal. 52).  
 
 
Menyusul hasil kajian itu, APP berkomitmen menyisihkan semua blok HCVF yang didelineasi 
untuk konservasi, dan mengumumkan perusahaannya telah “menetapkan standard baru 
terhadap cara industri kayu pulp Indonesia mengkaji hutannya sendiri bagi nilai-nilai 
konservasi.13” 
 
Terhadap  kajian  HCVF  oleh  Smartwood  tahun  2004  tersebut,  Deputi  CEO  APP  saat  itu  
mengatakan: “Kami pikir ini merupakan kajian yang sangat profesional. Kami menerima 
hasil-hasil dan rekomendasi yang diberikan serta telah mulai menyesuaikan operasi-operasi 
kami dengan hasil kajian tersebut. Laporan ini memberikan dasar ilmiah bagi 
pengembangan HTI yang lestari dan pengelolaan wilayah konservasi kami. Kami yakin 
bahwa pendekatan konservasi yang dilakukan oleh APP berhasil dan kajian ini menunjukkan 
adanya kemajuan nyata yang terjadi “di lapangan”.  “Toolkit HCVF Indonesia” dan aplikasi 
komersialnya adalah yang pertama bagi industri pulp dan kertas di Indonesia. … Yang 
penting adalah kajian  SmartWood ini telah memperdalam pemahaman kami tentang 
nilai-nilai keanekaragaman hayati pada konsesi-konsesi kami dan memberikan kami 
informasi praktis tentang apa yang harus kami lakukan untuk melindunginya.”14 
 
 
 

1. APP melanggar kewajiban kontrak yang ditandatanganinya di 
hadapan hukum kepada para kreditornya  

 
Wakil ketua badan kredit ekspor Jepang menyatakan dalam siaran pers kreditur tahun 2004 
soal kesepakatan “perjanjian lingkungan”: “[APP] kini memiliki kesempatan untuk 
mengambil posisi kepemimpinan yang kuat dalam pengembangan kehutanan yang lestari.” 
Pada saat yang sama, APP menulis dalam Stakeholder Update: “APP sangat menyambut baik 
perjanjian ini dan faktanya ini akan menjadi kewajiban kontraktual yang mengikat secara 
hukum.15” 
 
Eyes on the Forest menginvestigasi apakah APP menunaikan kewajiban kontraktual yang 
mengikat secara hukumnya itu kepada masyarakat finansial. Apakah APP betul-betul 
menggunakan kesempatan ini untuk memimpin kegiatan-kegiatan kehutanan yang lestari, 
termasuk pada produksi pulp dan kertasnya?   
 
Pada Desember 2011, citra satelit menangkap jelas kondisi hutan di unit pengelolaan hutan 
APP di Pulau Muda. Eyes on the Forest menganalisa citra setelit tersebut, beserta sejarah 
dari rangkaian citra Landsat untuk mengetahui apakah APP telah memenuhi dua kewajiban 
utama yang telah disepakatinya dengan kreditur globalnya, yang terkait hal-hal berikut: 
1. APP berkomitmen melindungi HCVF seluas 34.000 hektar yang diidentifikasi oleh  

SmartWood (Peta 1). 
2. APP berkomitmen untuk “menerapkan aspek kelestarian (sustainability) pada seluruh 

kegiatannya” hingga  tahun 200716. APP mendefinisikan hal ini dalam “Rencana Aksi 
Kelestarian” tahun 2004: “Perusahaan telah berkomitmen sebelumnya menjadi lestari 
pada 2007. Ini artinya, setelah waktu yang disepakati tersebut, APP/SMG akan 
sepenuhnya bergantung pada bahan baku bubur kertas yang ditanam dari HTI yang 
lestari dan berasal dari sumber daya dipertanggungjawabkan secara hukum, lingkungan, 
dan sosial.17” 
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Investigasi yang dilakukan oleh Eyes on the Forest mengungkapkan bahwa: 
 

 APP mulai menebangi HCVF di awal 2007, hanya tiga tahun setelah perusahaan tersebut 
menandatangani kewajiban yang mengikat secara hukum dan tahun yang sama dimana 
APP berkomitmen kepada publik untuk “total beroperasi secara lestari”. Eyes on the 
Forest telah melaporkan secara detil tentang sejarah APP yang tak pernah memenuhi 
komitmen kelestarian mereka18. 
 

 APP terus menebangi HCVF hingga saat ini, menghancurkan total seluas 12.000 hektar 
HCVF, sepertiga hutan yang telah mereka janjikan untuk dilindungi kepada 
kreditur-krediturnya (Peta 2).  
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Map 2. Sejarah deforestasi di Pulau Muda hingga 30 Desember 2011. SMG/APP telah menebangi semua hutan alam di luar empat blok 
HCVF yang APP tandatangani untuk dilindungi (dengan nomor blok seperti pada Peta 1), dan telah menebangi sepertiga hutan di dalam 
blok-blok HCVF itu, sehingga melanggar kewajiban mengikat secara hukumnya dengan para kreditur.   
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Selain itu, Eyes on the Forest menemukan APP menebangi hutan alam yang oleh perusahaan 
dipersiapkan untuk penyisihan bagi area konservasi yang menjadi persyaratan secara 
hukum.  Dalam “Rencana Aksi Kelestarian”-nya (“Sustainability Action Plan”) pada tahun 
200419, APP berkomitmen bahwa hutan di dalam konsesi KTH Sinar Merawang “sudah dalam 
proses  menuju  perlindungan  tetap”  (Peta  3,  kiri).  Namun  citra  satelit  pada  tanggal  30  
Desember 2011 menunjukkan bahwa APP justru menebangi sebagian dari hutan ini.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peta 3. Peta sebelah kiri: Rencana tata ruang yang disetujui untuk konsesi APP di Pulau 
Muda dengan hutan yang diberikan untuk konservasi dengan hutan yang ditunjukkan 
dengan warna hijau tua (Gambar 1 dalam laporan penilaian, halaman 10). Peta sebelah 
kanan: Satu citra satelit tanggal 11 December 2010 menunjukkan bahwa hutan di dalam 
salah satu kawasan yang diberikan untuk konservasi telah dibabat.  
 
 
Kebanyakan dari deforestasi APP di unit pengelolaan hutan Pulau Muda didahului dengan 
penggalian gambut lebih dari 4 meter (Peta 4), yang melanggar Keputusan Presiden Nomor 
32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung20, Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 
tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem21, Undang-Undang Nomor 26/2007 
tentang Tata Ruang 22 , rencana tata ruang yang masih berlaku yang ditegaskan oleh 
Peraturan Pemerintah Nomor 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peta 4. Kedalaman gambut di dan sekitar unit pengelolaan hutan Pulau Muda. 
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Investigasi EoF pada bulan Januari 2012 menemukan kawasan tebangan dan kanal gambut 
dalam dan juga jejak kaki harimau Sumatera di kawasan itu (Peta 5). Lansekap Kerumutan, 
dimana unit pengelolaan hutan berada, dipertimbangkan sebagai lansekap konservasi 
harimau prioritas regional oleh para ilmuwan terkemuka24.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 

 
Peta 5. Foto-foto diambil oleh Eyes on the Forest dalam investigasi Januari 2012. Foto (1):  
Pohon-pohon akasia berusia sekitar 5 bulan di kawasan dimana sekitar 500 hektar hutan di 
Blok I HCVF ditebangi pada 2011. Foto (2): Jejak kaki harimau Sumatera yang masih baru 
ditemukan oleh EoF dalam jarak dekat dengan Foto 1. Foto-foto (3-6): Sekitar 3.000 hektar 
hutan di Blok II HCVF ditebangi selama 2011. EoF menemukan pohon-pohon akasia muda, 
juga kanal gambut dibuka yang melepaskan emisi karbon. 
 
 

2. Rekomendasi Eyes on the Forest   
 
Eyes on the Forest menghimbau Asia Pulp & Paper untuk: 

 Berhenti melanggar komitmen publiknya dan kewajiban hukum.  
 Berhenti menebangi hutan alam seperti yang dijanjikan kepada kreditur hingga tahun 

2007. 
 
Eyes on the Forest menghimbau kreditur perusahaan untuk: 

 Meminta APP bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut  
dan memintanya menunaikan komitmen mengikat secara hukum untuk mencapai 
operasional yang “sepenuhnya lestari” hingga 2007 dan menghentikan penebangan 
HCVF di unit pengelolaan hutan (FMU) Pulau Muda. 

 
Eyes on the Forest menghimbau pelanggan, investor dan mitra bisnis APP lainnya untuk:  

 Menolak klaim yang dibuat oleh PR Agency atau humas perusahaan tsb 25, 26, 27 dan 
bergabung dengan daftar perusahaan bertanggungjawab yang telah menghentikan 
bisnis dengan APP untuk tidak membeli produk mereka dan tidak mendanai operasi 
pengambilan kayu dan ekspansi serta pembangunan pabrik-pabrik pengolahan pulp dan 
kertas yang baru.  

 
 

SELESAI 
Untuk informasi selanjutnya, sila kontak: 

Eyes on the Forest Editor 
Afdhal Mahyuddin 

Email: eof@eyesontheforest.or.id 
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